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Abstract
Poverty is generally defined as the lack of financial resources necessary to meet basic Keywords: Policy Formulation, Extreme
needs, such as food, shelter, and health care. However, poverty is not limited to Eoverty, Agtor Mapping and_ .
- e o . . ollaboration, Poverty Alleviation,
economic deprivation, but also encompasses limited access to essential services such as jepan Poverty
education, healthcare, and nutrition, which exacerbates the impact of income poverty.
Extreme poverty is a condition in which individuals or groups live below the
international poverty line, with an income of less than $1.90 per day based on
purchasing power parity. Therefore, this research examines the equalization and
collaboration of actors and the formulation of poverty alleviation policies in Serang
City. The method employed is a qualitative approach that utilizes both primary and — p4idle history:
secondary data, along with the Hierarchical Analysis Process (AHP) power analysis  gbmission: 9 June 2025
technique, to inform a policy strategy. The results showed that the actors involved in  Revised: 10 June 2025
poverty alleviation in Serang City are the Central Government, Banten Provincial Accepted: 14 June 2025
Government, Serang City Government, Private Sector, Educational Institutions, and  pyplished: 30 June 2025
Non-Governmental Institutions/Community Organizations. Then, the strategy of
providing access to education and economic opportunities is a priority to be formulated
and implemented in order to reduce sustainable poverty.
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PENDAHULUAN

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai kurangnya sumber daya keuangan yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan
Kesehatan (C)kten & Kale, 2009; Schramm & Seid, 2016). Namun, kemiskinan tidak hanya
terbatas pada kekurangan finansial, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan-
layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi, yang memperburuk dampak
kemiskinan pendapatan (“Rural Poverty and the Nonfarm Sector in Rural Asia,” 2024).

Dalam konteks Kota Serang, Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten yang saat ini
belum maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Data BPS Tahun 2024 menujukkan
persentasi pendukuk miskin di Kota Serang sekitar 5,65 persen, berada di posisi ke 4 terbanyak
dan di bawah rata persentasi penduduk miskin di Provinsi Banten, yakni sekitar 5,84 persen (BPS
Banten, 2025). Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)

No Kab/Kota Persentase Jumlah
Penduduk Miskin %)

1. Kab. Pandeglang 9,18

2. Kab. Lebak 8,44

3. Kab. Tangerang 6,55

4, Kab. Serang 4,51

5. Kota Tangerang 5,43

6. Kota Cilegon 3,75

7. Kota Serang 5,65

8. Kota Tangerang Selatan 2,36

9. Provinsi Banten 5,84

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

Selanjutnya, jika dilihat dari kemiskinan ekstrim di Kota Serang, Dinas Sosial (Dinsos) Kota
Serang mencatat sebanyak 202.460 warga Kota Serang masuk kedalam kategori fakir miskin,
sedangkan untuk warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem sekitar 11.549 jiwa di tahun
2024 (bantenintens, 2025). Perlu diketahui bahwa kemiskinan ekstrem adalah kemiskinan
ekstrem adalah kondisi di mana individu atau kelompok hidup di bawah garis kemiskinan
internasional, yaitu dengan pendapatan kurang dari $1,90 per hari berdasarkan paritas daya beli
(purchasing power parity). Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Kompas.id, 2023).

Untuk meminimalkan hal tersebut maka perlu ada pemetaan kemiskinan ekstrem di Kota
Serang. Pemetaan kemiskinan ekstrem adalah alat penting yang digunakan oleh peneliti dan
pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kantong-kantong kemiskinan. Dari
hasil penelusuran artikel, ada beberapa temuan dan trend penelitian kemiskinan, yakni :
Pertama, peningkatan penelitian kemiskinan. Penelitian tentang kemiskinan telah meningkat
secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan fokus pada berbagai aspek seperti
garis kemiskinan, kebijakan sosial, dan standar hidup (Chansanam & Li, 2022, 2023); dan Kedua,
fokus pada kemiskinan anak. Kemiskinan anak menjadi perhatian utama karena dampak jangka
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panjangnya pada individu dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang
inklusif terhadap anak-anak dalam penelitian kemiskinan dapat memberikan wawasan yang
lebih baik untuk pengurangan kemiskinan (Bessell et al., 2020). Oleh karena itu, dalam
menyelesaikan persoalan ini perlu ada kebijakan terhadap akses layanan Pendidikan dan
peluang ekonomi, sebab kurangnya akses ke pendidikan dan peluang ekonomi di daerah-daerah
tertentu mengakibatkan kemiskinan yang berkelanjutan (Cho et al., 2012)

METODE

Metode yang dilakukan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal memetakan
kemiskinan ekstrem di Kota Serang menggunakan sumber data sekunder. Sedangkan analisis
pemataan aktor dan formulasi pengentasannya menggunakan data primer dan sekunder
(Wawancara Mendalam, Dokumentasi, dan Observasi) dengan Teknik analisis data
menggunakan kualitatif dan Analisis Hirarki Proses (AHP) sehingga akan tergambarkan strategi-
strategi kebijakan prioritas dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem di Kota Serang.

HASIL DAN DISKUSI
Kemiskinan Ekstrim di Kota Serang

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai kurangnya sumber daya keuangan yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan
kesehatan. Namun, kemiskinan tidak hanya terbatas pada kekurangan finansial, tetapi juga
mencakup keterbatasan akses terhadap layanan-layanan penting seperti pendidikan, kesehatan,
dan gizi, yang memperburuk dampak kemiskinan pendapatan.

Secara konseptual, kemiskinan ekstrem adalah kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana
individu atau kelompok hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu dengan
pendapatan kurang dari $1,90 per hari berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity).
Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan,
sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Kompas.id, 2023). Kemiskinan ekstrem di daerah
perkotaan adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk
mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mempertimbangkan
faktor-faktor lokal dan spesifik kota serta kebijakan publik yang mendukung inklusi sosial dan
ekonomi (Jargowsky, 2012).

Ada 2 (dua) penyebab kemiskinan ekstrem di daerah perkotaan dan saling terkait, yakni :
Pertama, Perubahan dalam struktur ekonomi sering kali mengakibatkan hilangnya pekerjaan di
sektor-sektor tertentu, yang kemudian memperburuk kemiskinan di daerah-daerah tertentu
(Guo etal., 2018). dan Kedua, Distribusi pendapatan yang tidak merata dan perubahan demografi
juga memainkan peran penting dalam pola kemiskinan perkotaan. Ketidaksetaraan pendapatan
dan perubahan dalam komposisi demografis dapat memperburuk kondisi kemiskinan di kota-
kota (Andreoli et al., 2022). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan program pendidikan dan
pengembangan keterampilan memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dengan
meningkatkan kemampuan individu, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan
kesempatan kerja yang lebih baik. Sebab, kebijakan publik yang tidak efektif atau tidak adil
dapat memperburuk kemiskinan perkotaan Misalnya, kebijakan yang tidak mendukung inklusi
sosial dan ekonomi dapat memperkuat segregasi dan kemiskinan (Jargowsky, 2012; Reardon &
Dymén, 2015).
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Data BPS menjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Serang hingga akhir
tahun 2024 mencapai 7,12 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi
Banten dan rata-rata nasional. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang
dipublikasikan pada 28 Februari 2025, TPT di Kota Serang mencapai 26.686 orang atau mencapai
7,12 persen dari total angkatan kerja 374.767 orang. Tingkat pengangguran tersebut masih lebih
tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Banten yang hanya sebesar 7,02 persen dan
nasional sebesar 4,80 persen (Banteninside, 2025). Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu
informan yang mengungkapkan bahwa kemiskinan di Kota Serang disebabkan oleh sulitinya
mencari pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan biaya hidup yang terus naik serta
terbatasanya akses layanan Pendidikan dan Kesehatan, yakni sebagai berikut :

“Menurut saya, penyebab sebagian masyarakat di Kota Serang menjadi miskin itu cukup beragam.
Salah satunya karena pendidikan yang masih terbatas, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dengan
penghasilan layak. Selain itu, lapangan kerja juga belum terlalu banyak, sementara persaingan makin
ketat. Biaya hidup yang terus naik, tapi pendapatan tidak selalu mengikuti, juga jadi beban. Faktor
lain seperti usaha yang gagal atau kondisi kesehatan yang memerlukan biaya besar juga bisa membuat
orang jatuh miskin. Saya rasa bantuan pemerintah sudah ada, tapi mungkin belum semua orang yang
membutuhkan bisa merasakannya secara merata. (NS, 11 Juli 2025)

Hal ini juga diungkapkan informan lainnya bahwa penyebab kemiskinan di Kota Serang
adalah tingginya pengangguran dan sulitynya mencari pekerjaan, yakni sebagai berikut :

“Kemiskinan di Kota Serang disebabkan Tingkat penganggquran yang tinggi dan sulitnya mencari
pekerjaan”. (TM, 11 Juli 2025)

Dari hasil penelitian disimpulkan bawah kondisi yang menyebabkan tingginya kemiskinan
di Kota Serang adalah pengangguran sebab secara konseptual pengangguran menyebabkan
kemiskinan, hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab, yakni : Pengangguran akan berpengaruh
terhadap tidak adanya pendapatan tetap Masyarakat sehingga meraka sulit untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan Kesehatan; Kedua,
menurunkan daya beli Masyarakat sehingga akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan
ekonomi; dan Ketiga, Masyarakat miskin menyulitkan akses layananan publik. Oleh karena itu,
Pemerintah Kota Serang harus memberikan kebijakan layanan akses khusus Masyarakat miskin.

Aktor-aktor dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Serang

Dalam pelaksanaan prosedur perencanaan kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem di
Kota Serang perlu didasarkan pada keterlibatan aktif beberapa aktor (kolaborasi aktor) yang
memiliki tujuan dan kepentingan yang saling bertentangan untuk mencapai titik temu dalam
prinsip-prinsip tata kelola kebijakan pengentasan kemiskinan (Maulana et al., 2025). Dari hasil
pemetaan aktor yang bisa terlibat dalam pengetasan kemiskinan ekstrem di Kota Serang, baik
sektor pemerintah, swasta, atau Lembaga Non Pemerintah. Hal ini terlihat pada tabel (2) sebagai
berikut :
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Tabel 2

Aktor-aktor dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Serang

No Jenis Lembaga Peran Kekuasan,
Pengaruh, dan
Kepentingan
1. Pemerintah Kota e Merumusakan, melaksanakan Memiliki
Serang kebijakan/program pengentasan  kekuasan,
kemiskinan pengeruh  dan
e Mengkoordinasikan dengan  kepentingan
pemerintah diatasnya (Pemerintah  yang tinggi
Provinsi Banten dan Pusat) terkait
penyelesaian kemiskinan di Kota
Serang
e Memberikan bantuan sosial kepada
Masyarakat miskin terkait akses
Pendidikan, Kesehatan, dan
pemberdayaan Masyarakat secara
ekonomi
e Mendorong Pembangunan
infrastruktur ~ untuk  mendukung
perekonomian Kota Serang sehinngga
memberikan dampak positif terhadap
pengentasan kemiskinan ekstrem di
Kota Serang.
2. Pemerintah e Merumusakan dan melaksanakan Memiliki

Provinsi Banten

kebijakan atau program pengentasan
kemiskinan di Kota Serang melalui
kewenangannya sebagai Pemerintah
Provinsi

Melaksanakan program pengentasan
kemiskinan di Kota Serang sesuai
kewenangannya, salah  satunya
melalui Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial, seperti : Rehabilitasi Sosial,
Pemberdayaan Sosial, Perlindungan
Sosial dan Jaminan Sosial serta
Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi Banten.

Melakukan program pemberikan
akses Pendidikan, Kesehatan, dan
Pemberdayaan ekonomi yang

kekuasaan yang
tinggi, pengaruh,
dan kepentingan
dalam

menyelesaikan
persoalan
kemiksinan  di
Kota Serang,
karena Kota
Serang
merupakan Ibu
Kota Provinsi
Banten.
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dilakukan oleh masing-masing OPD
terkait.

Swasta Memiliki kewajiban untuk ikut serta  Memiliki
dalam pengentasan kemiksinan di Kota  kekuasaan yang
Serang melalui aktivitas ekonomi dan  sedang,
penyerapan tenaga kerja serta memiliki pengaruh yang
kewajiban CRS untuk ikut serta dalam  kuat dan kecil
pengetasan kemiksinan di Kota Serang kepentingannya.
Lembaga Memiliki kepentingan untuk ikut serta Memilik
Pendidikan mengatasi persoalan kemiskinan di Kota  kekuasaan yang
Serang melalui proses Pendidikan, sedang,
penelitian, dan pengabdian kepada  pengaruh  dan
Masyarakat. kepentingan
yang kuat.
Lembaga Memiliki kewajiban ikut serta dalam Memiliki
Swadaya dan  pengentasan  kemikskinan  melalui = kekuasan yang
Organisasi program sosial, misalnya yang dilakukan ~ sedang,
Kemasyarakatan = oleh Lembaga-lembaga zakat untuk  pengaruh  dan
pengentasan kemiskinan di Kota Serang kepentingan
yang kuat untuk
pengentasan

kemiskinan  di
Kota Serang.

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2025

Dari hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing memiliki peran yang
beragam, kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan yang beragam. Namun peran-peran tersebut
harus diikat oleh sebuah kolaborasi antar aktor sehingga memberikan sumbangsih yang
signifikan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Kota Serang. Sebab secara konsep
pengentasan kemiskinan yang efektif membutuhkan model tata kelola yang melibatkan berbagai
mitra, seperti lembaga pemerintah, LSM, bisnis, dan masyarakat lokal (Biridlo’i Robby &
Hariyadi, 2024; Mustari et al., 2024). Hal ini diungkapan oleh informan yang manyatakan bahwa

“Menurut saya, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga non pemerintah harus bersifat
terbuka dan saling melengkapi. Pemerintah bisa membuat kebijakan dan program yang jelas,
sementara pihak swasta membantu lewat investasi atau membuka peluang kerja. Lembaga non
pemerintah bisa mendampingi masyarakat, memberikan edukasi, dan menyalurkan bantuan
langsung. Semua pihak sebaiknya duduk bersama untuk merencanakan program yang sesuai
kebutuhan masyarakat. Kalau bisa, kolaborasinya jangan hanya di atas kertas, tapi benar-benar
dilaksanakan dan dipantau supaya hasilnya nyata dan bermanfaat untuk Masyarakat.” (NS, 11 Juli
2025)

Hal ini diungkapkan salah satu informan lainnya yang mengungkapan masing-masing
memiliki kekuatan, pengaruh, dan kepentingan yang saling berkolaborasi untuk mengentasakan
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kemiskinan di Kota Serang, yakni sebagai berikut :
“Menginventarisir keunggulan setiap kecamatan yang ada di Kota Serang, kemudian mengajak
masyarakat untuk berinovasi dengan keunggulannya dengan disupport oleh anggaran yang diajukan
dari pihak swasta dan lembaga non pemerintah sebagai langkah mengurangi kemiskinan dan untuk
kemajuan daerah Kota Serang.” (AM, 11 Juli 2025)

Oleh karena itu, model ini membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan
memastikan upaya-upaya yang terkoordinasi. Misalnya model tata kelola multi aktor untuk
mengelola dana zakat melibatkan berbagai lembaga untuk memaksimalkan dampak inisiatif
pengentasan kemiskinan (Mustari et al., 2024). Namun untuk mengefektifkan kolaborasi antar
aktor maka perlu ada koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan sangat
penting, tetapi pada praktiknya sangat sulit dilakukan karena ketidakseimbangan kekuasaan,
keterbatasan sumber daya, dan kepentingan yang saling bertentangan (Liu & Wang, 2024;
Mustari et al., 2024). Oleh karena itu, harus dibangun mekanisme koordinasi yang sesuai dan
mencapai keseimbangan kekuasaan yang adil di antara para pemangku kepentingan sehingga
formulasi kebijakan pengetasan kemiskinan bisa dilaksanakan secara efektif dan berdampak
terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Serang.

Strategi Kebijakan Pengetasan Kemiskinan di Kota Serang

Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mengatasi berbagai aspek
kemiskinan yang kompleks dan beragam. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi
juga mencakup aspek sosial, politik, dan Kesehatan (Choudhury, 2020; Salamova et al., 2023).
Oleh karena itu, strategi kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi berbagai
dimensi kemiskinan. Misalnya, kemiskinan di perkotaan tidak hanya terkait dengan pendapatan
rendah tetapi juga dengan kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan,
pendidikan, dan sanitasi (Choudhury, 2020).

Priorities Decision Matrix
These are the resulting weights for the criteria The resulting weights are based on the principal eigenvec
based on your pairwise comparisons: the decision matrix:
Cat Priority Rank (+) ) 1 2 3 4 5 &
Program 1 1 9.00 6.00 8.00 3.00 6.00
1 peningkatan g 54, BN 58 306 28.3% 2 011 1 050 020 0.17 0.12
kualitas
pendidikan 3 0.7 2.00 1 0.50 0.20 0.14
Sistem 4 0.12 5.00 2.00 1 0.25 0.20
2 pemodalan 2.6% (33 1.3% 1.3% 2 o | eom | & | aam " o
UMKM . B ) )
- - 6 0.17 8.00 700 5.00 0.50 1
Sinergi Bansos
3 dengan 44 5 1.8% 1.8%
pembedayaan
masyarakat
Mendorong
a UMKMuntuk o o 4 3.0% 3.0%
lebih

kreatif

Peningkatan

5 keterampilan 20.5% 2 7.0% 7.0%
Masyarakat
Kolaborasi antar 18.0% 3 2.99% 2.99%
aktor
Number of comparisons = 15 Principal eigen value = 6.572
Consistency Ratio CR = 9.1% Eigenvector solution: 6 iterations, delta = 2.1E-8

Gambar 1
Hasil Analisis Hirarki Proses dengan AHP Calculator
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Oleh karena itu, dari hasil penelitian dan analisis menggunakan Analisis Hirarki Proses
(AHP) untuk mengentasakan kemiskinan ekstrem di Kota Serang adalah sebagai berikut :
Pertama, program peningkatan kualitas pendidikan formal dan vokasi; Kedua, meningkatkan
sistem pemodalan UMKM yg tepat sasaran; Ketiga, peningkatan sinergi antara bantuan sosial
(Bansos) dengan program pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mandiri tidak
tergantung pada bansos; Keempat, mendorong UMKM untuk lebih kreatif untuk membuka
lapangan pekerjaan; Kelima, memberi motivasi serta dukungan untuk hidup mandiri dan
inovatif, dan memberi beasiswa pendidikan tingkat lanjut bagi masyarakat yang berprestasi
tetapi kurang mampu; Keenam, melalui program pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan
keterampilan Masyarakat untuk berwisarusaha; dan Keenam, kolaborasi antara pemerintah,
organisasi, dan komunitas untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan .

KESIMPULAN

Kebijakan pengentasan kemiskinan sangat penting karena kemiskinan adalah
masalah yang kompleks dan multidimensional. Kebijakan yang efektif harus
mempertimbangkan berbagai aspek kemiskinan, kualitas tata kelola, pendekatan
terpadu, inovasi yang adaptif, dan peran Pendidikan. Kota Serang merupakan Ibu Kota
Provinsi Banten yang seharusnya bisa menurunkan kemiskinan ekstrem. Kondisi ini
harus menjadi tanggung jawab semua aktor Pembangunan di Kota Serang. Sebab
secara konseptual, pengentasan kemiskinan yang efektif membutuhkan model tata
kelola yang melibatkan berbagai mitra, seperti lembaga pemerintah, LSM, bisnis, dan
masyarakat lokal. Dari hasil penelitian ini, peneliti mendorong penelti selanjutnya
untuk melihat fenomena kemiskinan dari prespektfif kultural akibat dampak kebijakan
pengentasan kemiskinan yang bersifat bantuan sosial.
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